
  

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NOMOR 14.A TAHUN 2025 

TENTANG 

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

sistem, proses dan prosedur yang membantu tata 

hubungan kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur 

antar sub bagian pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lombok Tengah;  

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis Instansi Pemerintah;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 

Tengah tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 

2025; 

  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan 

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 444); 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 
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atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

7.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH TENTANG PETA PROSES BISNIS DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 

 
  

KESATU :  Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 

KESATU disusun berdasarkan hubungan kerja antar Sub 

Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, untuk 

mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lombok Tengah. 
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KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 

KESATU, digunakan sebagai acuan bagi setiap sub bagian di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 

Tengah dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan 

efisien. 

KEEMPAT : Terhadap dokumen Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud 

diktum KESATU dilakukan evaluasi dan pemantauan 

relevansi dan efektivitasnya paling sedikit satu tahun sekali. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan 

perbaikan seperlunya  

 
 
Ditetapkan di Praya 
pada tanggal 27 Oktober 2025 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 

 
ttd. 

 
HENDRI HARLIAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH  

NOMOR 14.A TAHUN 2025 TENTANG 

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 

VISI “MENJADI PENYELENGGARA PEMILU YANG MANDIRI, 

PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS” 

MISI 

1. Meningkatkan Kompetensi Penyelenggara Pemilu 

Serentak Dengan Berpedoman Pada Perundang-

Undangan  Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

2. Menyusun Peraturan Di Bidang Pemilu Serentak 

Yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif, 

Dan Partisipatif 

3. Meningkatkan  Kualitas Penyelenggaraan  Pemilu 

Serentak Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, 

Akuntabel, Serta Aksesibel 

4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan 

Teknologi Informasi Dalam Menyelenggarakan 

Pemilu Serentak 

5. Meningkatkan Partisipasi Dan Kualitas Pemilih 

Dalam Pemilu Serentak 

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Serentak 

Untuk Seluruh Pemangku Kepentingan 



      
KETUA 

    

 

  
 

  

 

  
 

  

    

    

  

  ANGGOTA ANGGOTA     ANGGOTA ANGGOTA   

 

      
SEKRETARIAT 

  
 
     

 

TUJUAN TUJUAN TUJUAN 

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang 
Mandiri Professioal dan Berintegritas 

Menyelenggarakan  Pemilu  
dan Pemilihan  Serentak  yang 

Demokratis, Tepat Waktu, 
Efisien dan Efektif 

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, 
bebas, Rahasia, Jujur dan Adill 

 

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN 

Tersedianya Literatur 
Peraturan Perundang- 

Undangan bidang Politik yang 
kuat dan penerapannya secara 
Baik dan Bertanggung jawab 

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai 
Partai Politik yang andal dan berkualitas 

Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia dan 

Lembaga KPU 
kabupaten Lombok 

Tengah yang berkualitas 

Terwujudnya 
Kesadaran Pemilih 
Kepemiluan   dan 
Demokrasi yang 

tinggi untuk seluruh 
lapisan masyarakat 

Terwujudnya Koordinasi 
Penyelenggaraan yang 
sesuai dengan Standar 

Pelayanan  Publik, 
disertai Pengelolaan 

data dan informasi serta 
dokumentasi 
pelaksanaan 

Pemilu berbasis 
teknologi informasi yang 

terintregasi 

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan yang sesuai dengan 
Standar Pelayanan  Publik, disertai Pengelolaan data dan 

informasi serta dokumentasi pelaksanaan 
Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintregasi 

 

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI 

DEMOKRASI 

IDENTIFIKASI PETA PROSES 



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

OUTPUT 

Program 

Dukungan 

Manajemen T 

PETA PROSES BISNIS 

PROSES UTAMA 

 Meningkatnya penyelesaian 

pertanggungjawaban penggunaan  

anggaran sesuai ketentuan 

 Terlaksananya sistemakuntansi dan 

pelaporan keuangan 

 Tersusunnya laporan 

pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran 

 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik 

Negara sesuai dengan Peraturan dan 

Perundangan yang berlaku 

 Terwujudnya Dukungan Sarana dan 

Prasarana guna Meningkatkan 

Kelancaran tugas KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban 

di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU 

Kabupaten/Kota 

 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan 

data kebutuhan, pengadaan, 

pendistribusian, serta pemeliharaan 

dan inventarisasi LogistikPemilu/ 

Pemilihan 

 Terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

(clean governance) 

 Terlaksananya layanan administrasi PAW 

tepat waktu dan sesuai aturan 

 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu 

 Terwujudnya pedoman rancangan desain 

dan template kebutuhan Pemilu 

/Pemilihan guna mendukung tata kelola 

KPU 

 Tersedianya pedoman atau petunjuk 

teknis verifikasi partai politik dan/atau 

anggota perorang 

 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten 

 Meningkatnya manfaat hasil 

pengawasan BPK, BPKP dan APIP 

KPU dalam pencapaian tujuan KPU 

 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

dilingkungan KPU 

 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan 

Jurnal Kepemiluan 

 Tersedianya data, informasi, sarana 

dan prasarana teknologi informasi serta 

penerapan egovernment KPU 

 Terlaksananya penyelesaian sengketa 

dan pelayanan pertimbangan hukum 

 Tersusunnya Keputusan KPU 

Kabupaten Lombok Tengah sesuai 

dengan kerangka regulasi KPU 

 Terlaksananya pengelolaan dan 

pelayanan informasi hukum 

 Terlaksananya penyelesaian 

sengketa dan pelayanan 

pertimbangan hokum 

 Meningkatnya tertibadministrasi dan 

pengelolaan sumberdaya manusia 

 Terlaksananya penegakan disiplin 

pegawai 

 Tersedianya data dan informasi 

kepegawaian 

 Pembentukan Badan Penyelenggara 

Adhok 

 Peningkatan kompetensiSDM KPU 

Kabupaten Lombok Tengah 

 Tersusunnya Keputusan KPU 

Kabupaten Lombok Tengah sesuai 

 dengan kerangka regulasi KPU 

 Terlaksananya pengelolaan dan 

pelayanan informasi hokum 

 Terlaksananya penyelesaian 

sengketa dan pelayanan 

Program 

Penyelenggar

aan Pemilu 

Dalam Proses 

Konsolidasi 

Demokrasi 

Mewujudkan 

Komisi 

Pemilihan 

Umum yang 

Mandiri 

Professioal 

dan 

Berintegritas 

T 

IMenyelengga

rakan  Pemilu  

dan Pemilihan  

Serentak  

yang 

Demokratis, 

Tepat Waktu, 

Efisien dan 

Efektif 

 Mewujudkan 

Pemilu 

Serentak yang 

Langsung, 

Umum, bebas, 

Rahasia, Jujur 

dan Adill T 

Sub Bagian Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Sub Bagian Perencanaan Data Dan 

Subbagian Perencanaan, 

Data dan Informasi 

Subbagian Partisipasi Hubungan 

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 

Subbagian Teknis Pemilu dan 

Hukum 

TUJUAN TUJUAN TUJUAN 

Proses Pendukung Manajerial 

Tersedianya Literatur 

Peraturan Perundang- 

Undangan bidang Politik 

yang kuat dan 

penerapannya  

Terwujudnya Sistem 

Informasi mengenai 

Partai Politik yang andal 

dan berkualitas 

Terwujudnya Sumber 

Daya Manusia dan 

Lembaga KPU kabupaten 

Lombok Tengah yang 

berkualitas 

Terwujudnya Kesadaran 

Pemilih Kepemiluan   dan 

Demokrasi yang tinggi 

untuk seluruh lapisan 

masyarakat 

Terwujudnya Koordinasi 

Penyelenggaraan yang 

sesuai dengan Standar 

Pelayanan  Publik, 

Pemilu berbasis teknologi  

Terwujudnya Koordinasi 

Penyelenggaraan yang 

sesuai dengan Standar 

Pelayanan  Publik, 

disertai Pengelolaan data 

dan informasi serta 
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 

 

ttd. 
 

HENDRI HARLIAWAN 

 


